
 

 

 

BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

   PERATURAN BUPATI MADIUN  

NOMOR 131 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 

Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2024 Tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025;  

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota 

Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 

Pembentukkan Daerah-Daerah Kota Besart Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 
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8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

cara pemberian pemanfaatan insentif Pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun  2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara   Republik Indonesia  Nomor 6623); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12    Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas  

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12    Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri             

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum;  
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun 2023 Nomor 1); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 

Daerah Tahun 2024 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan      :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2025. 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Madiun. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

 

Pasal 2 

 

(1) APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas: 

a. pendapatan daerah; 

b. belanja daerah; dan 

c. pembiayaan daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar               

Rp2.183.358.734.386,00 (dua triliun seratus delapan puluh tiga milyar tiga 

ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus 

delapan puluh enam rupiah). 
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Pasal 3 

 

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp2.081.361.448.386,00 (dua triliun delapan puluh 

satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh 

delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). 

(2) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp2.176.858.734.386,00 (dua triliun seratus 

tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus 

tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). 

(3) Anggaran pembiayaan daerah Pasal 2 ayat (1) huruf c yang terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan; dan 

b. pengeluaran pembiayaan 

(4) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a direncanakan sebesar Rp101.997.286.000,00 (seratus satu milyar 

sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam 

ribu rupiah). 

(5) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta 

rupiah). 

 

Pasal 4 

 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp95.497.286.000,00 (sembilan 

puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan 

puluh enam ribu rupiah). 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan 

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp95.497.286.000,00 

(sembilan puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua 

ratus delapan puluh enam ribu rupiah). 
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Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I memuat Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan; 

2. Lampiran II memuat Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, 

rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

3. Lampiran III memuat Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 

hibah; 

4. Lampiran IV memuat Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 

bantuan sosial; 

5. Lampiran V memuat Rincian dana otonomi khusus menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

6. Lampiran VI memuat Rincian dana bagi hasil sumber daya alam 

pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

7. Lampiran VII memuat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada 

Daerah Perbatasan.  

                                

Pasal 6 

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati ini dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pj. Sekretaris Daerah  

Kepala BPKAD  

Kepala Bagian Hukum  

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

 

Ditetapkan di Caruban 

pada tanggal 31 Desember 2024 

Pj. BUPATI MADIUN, 

 

ttd. 

 

TONTRO PAHLAWANTO 

 

 

Diundangkan di Caruban 

pada tanggal 31 Desember 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 
 

                 ttd. 

 

SODIK HERY PURNOMO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 131 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

${ttd_pengirim} 

 

ALIF MARGIANTO 

 

${ttd}
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